KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ (g9 /B.IX/HK/2016

TENTANG

PENYEMPURNAAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAFATAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah,
maka Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur Daerah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah
dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri wajib untuk ditindakilanjuti oleh
Gubernur Lampung dan DPRD Provinsi Lampung dengan melakukan
penyempurnaan paling lama {tujuh) hari terhitung sejek hasil evaluasi
diterima;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri Nomor 903-
10144 Tahun 2016 Tanggal 16 Nopember 2016 tentang hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan
Rancangan Peraturan Gubernur Lampung  tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016, perlu ditindaklanjui dengan pemberian persetujuan atas
penyempurnaan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerash
dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubshan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa pemberian persetujuan atas penyempurnaan penetapan atas
Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, merupakan salah satu tolak ukur
(instrument) dari pelaksanaan fungsi anggaran pengelola keuangan
daerah,;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c,
maka ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat |
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964
Nomor 95, Tambahzn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688j;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400;

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438];

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Intdonesia Nomor 4575);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomror 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terekhir demgan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-

Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah,
(Lembaran Dagrah Provinsi Lampung Tahuh 2007 Notnor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);
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13.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat
DPRD Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun
2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor
341) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Nomeor 400);

14 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 3 tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung
nomor 402J;

15, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Lampung,
{Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 345) sebagaimana telah
diubah beberapa kali tertulis dengan Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung
nomor 402);

16.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat
Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Nomor 344}, sebagaimana telah diubah beberapa kali tertulis
dengan peraturan Daersh Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014
(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 403);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-10144 Tahun 2016 tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang
Petubahan Anggatan Pendapatan dan Belahja Daerah Tahun Anggaran
2016 dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016,

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYEMPURNAAN PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016 DAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016.

Menyetujui hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri berupa
penyempurnaan penetapan Rancangan Peraturan daerah Provinsi
Lampung tentang Perubahan Angpatan Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan
Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun
Anggaran 2016.



KEDUA :  Tindak lanjut hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri dimaksud dalam
Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 Nopember 2016

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

2. Gubernur Lampung di Telukbetung;

3. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Telukebtung,



